
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah menjadikan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka 

tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-

masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan 

sendiri atau kemashlahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur 

dan memiliki ikatan yang kuat. Dalam aktitivitas tersebut, muamalah menjadi salah  satu 

aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang 

memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah 

mengupah, pinjam meminjam dan usaha lainnya. 

Kata jual dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah ba‟i (ُُالبَ يْع)  dari bentuk masdar ba‟a – 

yabi‟u – bai‟an ( ُ ُُ–بََعَ عًاُ-يبَِيْعُ بَ ي ْ ) yang artinya menjual,
1
 sedangkan kata beli dikenal dengan 

istilah as syira (ًُشِراَء)  yaitu masdar dari kata syara - yasyri - syiraan ( ُ ُُ–شَرَى شِراَءًُُ-يَشْريِ ) yang 

artinya membeli.
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Jual beli merupakan salah satu perjanjian tukar menukar barang yang memiliki nilai 

secara sukarela diantara kedua belah pihak, ada pihak yang menerima barang dan pihak lain yang 

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang disepakati dan telah dibenarkan oleh 

syara‟.
3
 Transaksi jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang sangat umum dalam kehidupan 

masyarakat, di mana pada hakikatnya merupakan pemindahan kepemilikan harta atas dasar 

saling sukarela („antaradhin) atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda 

dengan alat tkar yang sah.
4
 

Dalam konteks transaksi jual beli, terdapat suatu fenomena yang dalam persfektif hukum 

Islam dikenal dengan mu‟athah, mu‟athah secara harfiah berasal dari kata „athaa – yu‟thii (ُأعَْطَى

اِعْطاءًَُُ-يُ عْطِىُ– ) yang berarti memberi
5
. Mu‟athah adalah akad jual beli yang dilakukan tanpa 

perkataan ijab dan qabul secara lisan, tetapi melalui perbuatan dan kebiasaan yang dipahami oleh 

penjual maupun pembeli.
6
. Mu‟athah dapat dianggap sah sebagai transaksi jual beli apabila 

disertai unsur kerelaan dari kedua belah pihak. Praktik seperti ini lazim ditemui dalam kehidupan 

masyarakat, baik di pasar tradisional maupun diberbagai platform transaksi digital yang kian 

berkembang. 
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Sejak dulu konsep akad mu‟athah telah menjadi perbincangan para ulama fiqih. Dalam 

perkembangan peradaban Islam, transaksi tanpa ijab dan qabul secara lisan muncul sebagai 

respon atas realitas kehidupan masyarakat yang dinamis, dimana tidak semua transaksi dapat 

disertai ijab qabul secara lisan, terutama pada transaksi yang bernilai kecil atau terjadi di 

keramaian pasar. Kemudian para ulama merumuskan hukum mu‟athah berdasarkan dalil-dalil 

Al-Qur’an, Hadits serta kaidah fiqhiyyah yang berlaku.
7
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia akad adalah janji, perjanjian, kontrak
8
. 

Kesepakatan ahli hukum Islam (jumhur ulama) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan 

antara ijab dan kabul dengan cara yang dibernarkan syar‖i yang menetapkan adanya akibat-

akibat hukum pada obyeknya.
9
 Akad dalam Islam merupakan instrumen hukum fundamental 

dalam transaksi muamalah. Sahnya suatu akad sangat bergamtung pada terpenuhinya rukun dan 

syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Diantara rukun akad yang paling sering 

diperdebatkan yaitu ijab dan qabul, apakah ijab dan qabul harus diucapkan secara lisan atau 

cukup melalui perbuatan nyata seperti serah terima barang dan pembayaran? Inilah inti 

perdebatan ulama mengenai keabsahan akad mu‟athah.
10

 

Para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai 

keabsahan akad mu'athah.
11

 Perbedaan pandangan yang paling mendasar terdapat antara Mazhab 
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Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa akad mu'athah adalah sah 

selama ada kebiasaan ('urf) dan kerelaan antara kedua belah pihak, karena yang menjadi inti 

akad adalah saling ridha, bukan sekadar lafaz. Berbeda dengan Mazhab Syafi'i yang berpendapat 

bahwa jual beli dengan akad mu'athah secara umum tidak sah karena tidak terpenuhinya shigat 

akad (ijab qabul) secara lisan, yang merupakan salah satu rukun jual beli.
12

 

Perbedaan pandangan ini menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan praktik yang 

terjadi di masyarakat. Apabila suatu transaksi dilakukan tanpa kejelasan akad, maka muncul 

potensi adanya unsur gharar (ketidakjelasan) dan dharar (kerugian).   

Gharar berasal dari kata gharra – yaghurru - ghararan ُ ُُ–غَرَّ غَراَراًُ-يَ غُرُّ  yang berarti 

tipuan dan bahaya
13

. Menurut istilah ahli fiqih, gharar berarti jual beli yang tidak jelas 

kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikan dengan jual beli yang konseukensinya antara ada 

dan tidak ada. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk 

merugikan orang lain, gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk transaksi jual beli yang di 

dalamnya mengandung unsur ketidakjelasan, pertaruhan ataupun perjudian.
 14 
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Dharar berasal dari kata ُ ُ–ُيَضُرُُُّ–ضَرَّ ُُ–ضَرِّا ضَرَّرَُُ-ضُرَّ  yang berarti memberi melarat, 

merusakkan, merugikan
15

. Dharar merupakan transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan 

ataupun adanya unsur penganiayaan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pemindahan hak 

kepemilikan secara bathil.
 16

 Setiap akad jual beli yang memiliki unsur gharar dan dharar maka 

akan mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak yang berakad sehingga 

mendatangkan kerugian finanlsial.
 17

  

Islam sangat menekankan prinsip kerelaan (antarodhin) dalam setiap transaksi. Prinsip 

ini merupakan ruh dari seluruh akad muamalah. Tanpa adanya kerelaan yang tulus dari kedua 

belah pihak, suatu transaksi berpotensi mengandung unsur pemaksaan (ikrah) atau ketidakadilan 

yang bertentangan dengan maqashid al-syariah. Oleh karena itu, para ulama bersepakat bahwa 

kerelaan merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi dalam setiap akad, meskipun mereka 

berbeda pendapat mengenai cara pengungkapan kerelaan tersebut — apakah harus melalui lafaz 

lisan ataukah boleh melalui perbuatan.
18

 

Allah berfiman dalam Q.S an-Nisâ/5: 29. 
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ُانَُْتَكُوْنُتَِِارةًَُعَنُْت َُ
أ

نَكُمُْبَِلْبَاطِلُِإِلاَّ ُامَْوَالَكُمُْبَ ي ْ نُواُلَاتََْكُلُوْاأ يَ ُّهَاُالَّذِيْنَُاۤمَّ
ُيٰۤأ تَ قْتُ لُواأ نْكُمُُْۗوَلاَُ راَضٍُمِّ

كَُانَُبِكُمُْرَحِيْمًاُانَْ فُسَكُمُُُُْۗاِنَُّ َ اللّّۤ  

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu 

dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas berlaku atas dasar 

suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah 

Maha Penyayang kepadamu".
19

 

Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah melarang jual beli yang mengandung unsur gharar dan dharar, 

sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a 

َُُأَبُِهُرَيْ رةََُقاَلَُُعَنُْ -٦١٨ )رَوَاهُُمُسْلِمٌ(ُلَحصَاةُِوَعَنُْبَ يْعُِالغَرَرُِعَنُْبَ يْعُِاصلى الله عليه وسلمُ:ُنَ هَىُرَسُوْلُُاللَِّّ  

"Diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiallahu Anhu. Bahwa Rasul Shallaallahu 

Alaihi Wassalam melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli Gharar 

(yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya.)‖ (HR. Muslim).
20

 

Terkait dengan keabsahan akad mu'athah, para ulama juga merujuk pada kaidah 

fiqhiyyah yang menyatakan bahwa al-umuru bi maqashidiha  (الأمُُرُ بمَِقَاصِدِهَا) segala sesuatu 

tergantung pada maksud dan tujuannya. Kaidah ini menjadi landasan bagi Mazhab Hanafi untuk 

membolehkan mu'athah, karena maksud dan tujuan dari suatu akad jual beli — yaitu 

perpindahan kepemilikan atas dasar kerelaan — telah terpenuhi melalui perbuatan serah terima. 

Hal ini juga sejalan dengan kaidah al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah illa an yadulla „ala 
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tahrimiha (   َتِ الِإبَاحَة إلِاَّ انَْ يَدلَُّ دلَِيْلُ عَلَى تحَْرِمِهَاالأصْلُ فِي المُعَامَل ) hukum asal dalam muamalah adalah 

boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya.
21

 

Mazhab Hanafi melalui al-Kasani dalam Bada'i al-Shana'i berpendapat bahwa akad 

mu'athah diperbolehkan karena yang menjadi tolak ukur sahnya akad adalah kerelaan 

('antaradhin) yang dapat diwujudkan melalui perbuatan, bukan semata-mata melalui lafaz.
22

 

Imam al-Sarakhsi dalam Al-Mabsuth menambahkan bahwa kebiasaan ('urf) masyarakat yang 

mengakui praktik mu'athah menjadi dasar hukum yang kuat bagi kebolehannya.
23

 

Sementara itu, Mazhab Syafi'i melalui Imam al-Nawawi dalam Al-Majmu' secara tegas 

menyatakan bahwa ijab qabul secara lisan merupakan syarat sahnya akad jual beli, sehingga akad 

mu'athah tanpa lafaz pada umumnya tidak sah.
24

 Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i 

dalam kitab Al-Umm yang menegaskan bahwa akad jual beli harus dinyatakan secara verbal agar 

sah secara hukum.
25

 

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana perbedaan 

pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam memandang konsep akad mu'athah secara 
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mendalam dan komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang 

lebih lengkap mengenai landasan dalil, metode istinbath hukum, serta implikasi praktis dari 

pandangan masing-masing mazhab terhadap transaksi modern di masyarakat Indonesia yang 

mayoritas bermazhab Syafi'i namun dalam kesehariannya banyak melakukan transaksi yang 

lebih dekat dengan karakteristik akad mu'athah 

 

B. Rumusan Masalah 

Setelah penjelasan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i terhadap konsep akad mu‟athah 

dalam transaksi jual beli? 

2. Apa persamaan dan perbedaan pandangan Mazhab Hanafi  dan Mazhab Syafi’i terhadap 

konsep akad mu‟athah dalam transaksi jual beli? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i terhadap konsep akad 

mu‟athah dalam transaksi jual beli. 

2. Untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab 

Syafi’i terhadap konsep akad mu‟athah dalam transaksi jual beli. 

 

D. Signifikasi Penelitian 



Penelitian yang akan penulis telaah ini diusulkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

yang diharapkan: 

1.  Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fiqih muamalah, 

khususnya dalam memperkaya literatur perbandingan mazhab antara Mazhab Syafi’i dan 

Mazhab Hanafi mengenai konsep mu‟athah. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi 

referansi akademik bagi pengembangan ilmu hukum islam dalam konteks transaksi modern. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan manfaat kepada para pelaku 

usaha dan konsumen mengenai status hukum praktik mu‟athoh dalam transaksi modern dari 

perspektif dua mazhab besar sehingga dapat mendorong terciptanya transaksi yang adil dan 

saling ridha sebagaimana dianjurkan dalam QS. Annisâ: 29.  

 

E. Definisi Operasional 

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami dan 

mengartikan judul serta permasalahan yang akan penulis tulis, maka penulis akan memberikan 

beberapa batasan agar menjadi fokus utama bagi pembaca. Di antara batasan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Komparatif 

Studi komparatif adalah metode kajian yang digunakan untuk menyatakan perbandingan 

antara satu variabel dengan variabel lainnya.
26

 Studi komparatif dalam penelitian ini 

adalah kajian yang membandingkan pandangan atau pendapat Mazhab Hanafi dan 

Mazhab Syafi’i terhadap konsep akad mu‟athah dalam transaksi jual beli dengan 
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menganalisis persamaan dan perbedaan dalil serta metode istinbath hukum yang 

digunakan oleh kedua mazha tersebut.  

2. Mu‟athah 

Mu‟athah secara harfiah berasal dari kata „athaa – yu‟thii ( اِعْطاءَ   -يعُْطِى –أعَْطَى  ) yang 

berarti memberi
27

. Mu‟athah adalah akad jual beli yang dilakukan tanpa perkataan ijab 

dan qabul secara lisan, tetapi melalui perbuatan dan kebiasaan yang dipahami oleh 

penjual maupun pembeli.
28

 

3. Mazhab 

Mazhab secara harfiah berasal dari kata ُ–يذَْهَبُُُ–ذَهَبَُ kata ini dibentuk dari fi‟il  مَذْهَبٌُ

ُبًَُ yang berarti pergi atau berangkat ذَهَا
29

. Mazhab adalah jalan fikiran atau dasar yang 

digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbathkan 

hukum islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.
30

 Mazhab dalam penelitian ini adalah 

pandangan dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan 

Mazhab Syafi’i terhadap konsep akad mu‟athah dalam transaksi jual beli penelitian ini, 

peneliti mempertimbangkan dua mazhab utama dalam menangani isu konsep akad mu‟athah 

dalam transaksi jual beli yaitu Mazhab Hanafi yang didirikan oleh Nu’man bin Tsabit atau yang 
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dikenal sebagai Imam Hanafi dan Mazhab Syafi’i yang didirikan oleh Muhammad bin Idris al-

Syafi’i yang dikenal sebagai Imam Syafi’i. 

 

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Disini penulis akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis cari 

dan ulas yang mungkin berbeda dengan penelitian yang dikemukakan penulis dengan perbedaan 

yang sangat terlihat sehingga dirasa penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan kita. 

Berikut hasil penelitian yang telah ditulis oleh beberapa peneliti sebagai berikut: 

1. Rita Zahara (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Khiyār pada 

Transaksi Bai‟ Mu‟āthah di Suzuya Mall Banda Aceh Ditinjau menurut hukum Islam”. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. 

Fokus penelitian diarahkan pada implementasi khiyār syarath dan khiyār „aib dalam 

transaksi bai‟ mu‟āthah di Suzuya Mall Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pelaksanaan khiyār pada transaksi bai‟ mu‟āthah pada umumnya telah sesuai 

dengan ketentuan hukum Islam dan memberikan perlindungan kepada konsumen dalam 

bertransaksi
31

. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terletak 

pada pembahasan bai‟ mu‟āthah sebagai objek kajian utama serta penggunaan teori fiqih 

muamalah sebagai landasan analisis. Perbedaannya, penelitian Rita Zahara menggunakan 

penelitian lapangan yang berfokus pada implementasi khiyār dalam praktik transaksi 

mu‟āthah, sedangkan penelitian penulis merupakan penelitian kepustakaan yang berfokus 

pada studi komparatif pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i mengenai 

keabsahan akad mu‟athah. 
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2. Siti Yanti Rukmana (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Praktek Jual Beli Sistem Mu‟athah (Studi Komparatif Mazhab Maliki dan 

Mazhab Syafi‟i)” merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekataan kualitatif yang 

membahas perbedaan pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i terhadap praktik 

jual beli mu‟athah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Maliki membolehkan 

jual beli mu‟athah karena adanya unsur kerelaan para pihak, sedangkan Mazhab Syafi’i 

mensyaratkan adanya sighat ijab dan qabul yang jelas sehingga jual beli mu‟athah pada 

dasarnya tidak memenuhi syarat sah akad.
32

 Persamaan penelitian tersebut dengan 

penelitian penulis terletak pada penggunaan metode penelitian kepustakaan, objek kajian 

berupa akad mu‟athah, serta pendekatan komparatif terhadap pandangan mazhab. 

Perbedaannya terletak pada mazhab yang diperbandingkan. Penelitian terdahulu 

membandingkan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i, sedangkan penelitian penulis 

membandingkan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i.  

3. Meswanto (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Bai‟ Al-Mu‟athah Perspektif 

Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Toko Marga Tani, Bumi Agung, Lampung 

Timur)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 

kualitatif deskriptif. Fokus penelitian adalah praktik penggantian uang kembalian dengan 

barang dalam transaksi jual beli serta tinjauannya menurut Hukum Ekonomi Islam. Hasil 

penelitian menunjukkan pentingnya unsur kerelaan, kejelasan akad, dan perlindungan hak 

konsumen dalam praktik transaksi tersebut.
33

 Persamaan penelitian tersebut dengan 

penelitian penulis terletak pada pembahasan bai‟ al-mu‟athah serta penggunaan konsep-
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konsep fiqih muamalah sebagai dasar analisis. Perbedaannya, penelitian Meswanto 

mengkaji praktik mu‟athah secara empiris di lapangan, sedangkan penelitian penulis 

mengkaji perbandingan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i secara normatif 

melalui studi kepustakaan. Dengan demikian, penelitian Meswanto lebih bersifat 

implementatif, sedangkan penelitian penulis lebih bersifat teoritis-komparatif. 

4. Nabila Audy Koeswoyo (2022) dalam penelitiannya yang berjudul ―Pandangan Imam 

Abu Hanifah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Mu‟athah‖. Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif yang berfokus 

pada kajian pemikiran Imam Abu Hanifah mengenai akad mu‟athah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan akad mu‟athah dalam jual beli, 

karena akad jual beli dapat dilakukan melalui ucapan maupun perbuatan. Keabsahanakad 

tidak semata-mata ditentukan dengan adanya lafaz iajb dan qabul, melainka oleh adanya 

kerelaan dan kesepakatan para pihak yang bertransaksi, oleh karena itu praktik jual beli 

modern yang tidak menggunakan ijab dan qabul secara lisan tetap dapat dinilai sah 

menurut pandangan Imam Abu Hanifah.
34

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

penulis adalah kajian objek yang sama, yaitu tentang akad mu‟athah dalam transaksi jual 

beli. Keduanya juga menggunakan penelitian kepustakaan. Adapun perbedaannya 

penelitian Nabila Audy berfokus pada pandangan Imam Abu Hanifah saja sedangkan 

penelitian penulis adalah membandingkan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab 

Syafi’i mengenai konsep akad mu‟athah. 

5. Ahmad Khairuddin (2025) dalam penelitiannya yang  berjudul ―Tinjauan Ba‟i Mu‟athah 

terhadap Praktik Jual Beli Warkop Gondel‖. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
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lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendapati bahwa praktik jual beli 

di Warkop Gondel dilakukan dengan sistem kejujuran, tanpa kehadiran penjual, tanpa 

adanya ijab qabul dan tanpa kejelasan harga pada sebagian produk. Praktik tersebut lebih 

mengarah pada praktik sosial dan shadaqah daripada praktik jual beli, sehingga apabila 

praktik tersebut dipahami sebagai shadaqah maka dinilai sah. Namun, jika dipahami 

sebagai jual beli maka praktik itu belum sepenuhnya memenuhi rukun jual beli. Ditinjau 

dari konsep ba‟i mu‟athah praktik tersebut dianggap sah menurut Mazhab Hanafi dan 

Mazhab Maliki karena didasarkan pada kerelaan dan kebiasaan(„urf), tetapi tidak sah 

menurut Mazhab Syafi’i karena tidak terpenuhinya shigat akad dan kejelasan harga, 

sehingga praktik tersebut dinilai belum ideal dalam perspektif syariah.
35

 Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penggunaan konsep ba’i mu‟athah dan 

menggunakan penelitian hukum normatif serta membandingkan pandangan Mazhab 

Syafi’i dan Mazhab Hanafi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis 

adalah membandigkan tiga mazhab, sedangkan penelitian ini fokus pada dua mazhab 

saja. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan (library 

research). Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji 
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tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, dan 

kepustakaan lainnya guna menjawab isu hukum yang diteliti.
36

 Metode ini merupakan 

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, 

mencatat dan mengidentifikasi sumber yang memberikan informasi faktual tentang suatu 

pokok permasalahan penelitian dengan menggunakan komponen yang diperlukan serta 

mengolah bahan penelitian menggunakan teori dari buku ataupun karangan ilmiah yang 

relevan dengan fokus penelitian pada penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada pengkajian 

dan analisis norma-norma hukum islam, khususnya pendapat dan dalil-dalil dari Mazhab 

Syafi’i dan Mazhab Hanafi, guna menjawab persoalan hukum terhadap penggantian uang  

kembalian dengan barang atau donasi dalam transaksi jual beli. 

2. Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif (mengikat).
37

 

Pada penelitian ini menggunakan Al-Qur’an dan Hadits Nabi yang membahas tentang 

transaksi jual beli dan kitab-kitab fiqih mazhab 

Adapun kitab-kitab dari kalangan Syafi’i:  

1) Al-Umm karya Imam Syafi’i 

2) Al-Majmu‟ karya Imam Nawawi 

3) Minhaj at-Thalibin  
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Adapun kitab-kitab fiqih  Mazhab Hanafi: 

1) Al-Mabsuth karya Imam Sarakhsi 

2) Bada‟i al-Shana‟i karya Al-Kasani  

3) Al-Hidayah karya Al-Marghinani 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, sifatnya tidak mengikat dan tidak ada norma seperti 

pendapat pakar hukum dan lain-lain. Bahan hukum sekunder yang akan menunjang 

penelitian yang akan peneliti tulis di samping bahan hukum primer adalah  

1) Harta Haram karya Dr. Erwandi Tarmizi, MA. 

2) Fiqih Perbandingan karya Kadar M. Yusuf, Ibrahim 

3) artikel, jurnal, skripsi, ataupun literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berhubungan dengan istilah-

istilah dan tidak mengikat, Seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia.
38

 Pada 

penelitian ini mengggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memahami istilah-

istilah yang hanya terdapat dalam agama islam serta kamus hukum untuk memahami 

bahasa hukum. 

3. Teknik pengumpulan bahan hukum 

Setelah menentukan isu hukum yang telah penulis teliti, selanjutnya penulis mencari 

bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan bahan 
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hukum dalam penelitian ini melalui metode studi kepustakaan. Penulis melacak, membaca, 

mengklasifikasikan dan mencatat bahan-bahan hukum untuk disesuaikan dengan rumusan 

masalah. Bahan hukum yang dikumpulkan kedalam tiga tingkatan hierarki, yaitu: bahan primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  

4. Teknik analisis bahan hukum 

Setelah bahan hukum terkumpul yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini, maka 

langkah selanjutnya adalah mengolah  dan menganalisis bahan hukum tersebut dengan beberapa 

cara yaitu: 

a. Identifikasi: melakukan proses pengenalan, pemilahan dan penempatan objek atau teks 

hukum dalam bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah yang 

diteliti. 

b. Klasifikasi: mengelompokkan secara sistematis seluruh bahan hukum ke dalam kategori 

atau kelas tertentu, misalnya memisahakan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab 

Syafi’i terhadap konsep akad mu‟athah. 

c. Analisis: menghubungkan dan membandingkan dalil, argumentasi ulama atau 

teksperaturan hukum untuk menemukan persamaan, perbedaan serta asas hukum Islam 

yang menjadi alasannya.  

 

H. Sistematika Penulisan 

Penyusunan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri atas 5 bab yaitu:  

Bab pertama yaitu pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian,definisi 

operasional,kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.  



Bab kedua landasan teori berisikan segala teori yang ada hubungannya dengan penelitian 

ini. adalah landasan teori yang berisikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Dalam bab 

ini akan dijabarkan pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, konsep 

mu'athah dalam fiqih muamalah, serta biografi singkat dan metode istinbath hukum Imam Abu 

Hanifah dan Imam al-Syafi'i.  

Bab Ketiga, berisi deskripsi dan analisis pandangan Mazhab Hanafi terhadap konsep akad 

mu‟athah  dalam transaksi jual beli, mencakup dalil-dalil yang digunakan, argumen ulama 

Hanafiyyah serta pengaplikasiannya dalam transaksi jual beli. 

Bab Kempat, berisi deskripsi dan analisis pandangan Mazhab Syafi'i terhadap konsep 

akad mu‟athah  dalam transaksi jual beli, mencakup dalil-dalil yang digunakan, argumen ulama 

Syafi'iyyah, pengaplikasiannya dalam transaksi jual beli serta komparasi mendalam antara kedua 

mazhab untuk menemukan titik persamaan, titik perbedaan dan implikasinya bagi transaksi jual 

beli. 

Bab Kelima penutup. adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai 

konsep akad mu‟athah  dalam transaksi jual beli dalam perspektif komparatif Mazhab Hanafi 

dan Mazhab Syafi'i. 

 


